PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  5 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang 
:
a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi Bagian Anggaran Pemblayaan dan Perhitungan di Iingkungan Departemen Dalam Negeri, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, sistematis, dan terencana;

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pemblayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri tidak sesuai sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nlegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

9. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menterl ini yang dimaksud dengan:

1. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan selanjutnya disingkat BAPP, adalah Bagian Anggaran 61 (Cicilan dan Bunga Hutang), Bagian Anggaran 62 (Subsidl dan Transfer lainnya), dan Bagian Anggaran 69 (Belanja Lain-Lain).

2. Satuan Kerja Khusus adalah satuan kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dibiayai dari BAPP.

3. Daftar rsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menterl Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara yang bersumber dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, Pinjaman atau Hibah Luar Negeri.

Pasal 2

Dalam rangka PE laksanaan BAPP yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dibEntuk Satuan Kerja Khusus berdasarkan kebutuhan kegiatan tertentu dari Satuan Kerja Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan rencana kegiatan BAPP dengan melampirkan dokumen perencanaan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diajukan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1) BAPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Khusus.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Pejabat Pelaksana Anggaran yang terdiri dari:

a. Pejabat penanggungjawab kegiatan;

b. Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah membayar; dan

c. Bendahara pengeluaran.

Pasal 4

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh Eselon II yang membidangi program atau kegiatan Satuan Kerja Khusus.

Pasal 5

(1) Menteri Dalam Negeri menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Khusus atas usul Kepala Satuan Kerja yang membawahi Satuan Kerja Khusus.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Khusus sebagaimara dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diiaksanakan oleh Eselon III yang membidangi program atau kegiatan Satuan Kerja Khusus.

(2) Dengan mempertimbangkaa beban kerja Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pejabat Eselon IV yang membidangi program atau kegiatan Satuan Kerja Khusus sebagal Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan atas usul Kepala Satuan Kerja.

Pasal 7

(1)
Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:

a. Kepala Bagian Keuangan di satuan kerja tempat Satuan Kerja Khusus; atau

b. Kepala Bagian Umum untuk satuan kerja Inspektorat Jenderal.

(2)
Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah membayar sebagalmana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.

(3)
Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari staf Bagian Keuangan masing-masing Satuan Kerja atau staf Bagian Umum Inspektorat Jenderal, dan staf Satuan Kerja Khusus yang membidangi program atau kegiatan satuan kerja khusus.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah staf yang memlliki Sertifikat Bendahara yang bertugas pada Satuan Kerja Khusus.

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja yang membawahi Satuan Kerja Khusus menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan pelaksanaan DIPA masing-masing Satuan KerJa Khusus.

Pasal 10

(1) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Khusus membuat laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan akhir tahun anggaran atas reallsasi anggaran yang dikelolanya untuk disampaikan kepada Menterl Dalam Negeri melalui Kepala Satuan Kerja.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan di Iingkungan Departemen Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Menterl Keuangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Pebruari 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA’RUF







